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PENDAHULUAN

Penerimaan pajak ialah satu dari sekian pembiayaan negara yang dimanfaatkan oleh
pemerintah agar mendukung kebutuhan anggaran negara, termasuk dalam pengeluaran yang
memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah memerlukan
peningkatan penerimaan negara, yang diharapkan mendapat manfaat dari sumber-sumber di
dalam negeri tanpa overly relying pada bantuan dan pinjaman. Oleh karena itu, Direktorat
Jenderal Pajak berusaha mengambil tindakan-tindakan tertentu guna optimalisasi penerimaan
pajak.

Inisiatif yang diambil agar merombak regulasi hukum pajak dilaksanakan lewat
penerapan sistem penilaian mandiri. Prinsip dasar dari sistem perpajakan penilaian mandiri
ialah menyerahkan kewenangan pada WP agar mencatat, menghitung, membayar, dan
menyampaikan pendapatan beserta pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Penggunaan
sistem penilaian mandiri menyerahkan hak dan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam
menjalankan tanggung jawab pajaknya.. Sistem penilaian mandiri ini secara tidak langsung
bergantung pada integritas Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya
(Prasetyo & Sinaga, 2017). Angka kataatan pajak yang rendah mencerminkan tingkat
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kesadaran yang masih kurang dari pihak WP dalam melakukan self-assessment atau bisa
diartikan sebagai tingkat ketaatan yang rendah.

Indonesia merupakan negara yang bergantung pada sektor perpajakan sebagai sumber
pendapatan utama. Sekitar 70% dari total penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak di
Indonesia. Setiap tahun, target pendapatan pajak meningkat. Menurut Ibrahim dan rekan-
rekannya (2020), pencapaian sasaran pendapatan pajak tidak hanya tergantung pada upaya
pemerintah atau lembaga pajak, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari para
wajib pajak.

Saat ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang
kurang memadai, Yulianti et al. (2019). Ketaatan pajak yang rendah dalam lima tahun
terakhir terlihat dari tingkat ketaatan formal atau ketidaktaatan dalam pengajuan Surat
Pemberitahuan (SPT) yang belum mencapai 100%, bahkan hanya sekitar 77.8%, seperti yang

tercermin dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Tingkat ketaatan pajak rata-rata di Indonesia selama lima tahun terakhir
Sumber : Dokumen Tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2017-2022.

Fakta tersebut sangat menggambarkan situasi penerimaan pajak di Indonesia.
Ketaatan yang rendah bisa menyebabkan kurangnya pendapatan pajak yang seharusnya
diterima oleh pemerintah, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kemampuan pemerintah
agar membiayai rancangan dan proyek yang diperlukan agar ketentraman masyarakat. Maka
dari itu, perbaikan dalam tingkat ketaatan pajak menjadi salah satu tantangan penting dalam
upaya meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Penurunan signifikan dalam tingkat ketaatan pajak WPOP juga dialami salah satu
kota di Indonesia yakni Kota Padang selama lima tahun terakhir. Bisa dilihat dari rasio
ketaatan dimana jumlah WPOP yang terus bertambah namun persentase ketaatan yang terus
berkurang. Berikut grafik rasio ketaatan WPOP di kota Padang dari tahun 2018 - 2022.

Tabel 1
Tingkat ketaatan pajak WPOP rata-rata di Kota Padang

183.012 64.780 57.791 £9,21%
195.771 71.240 58.567 82,21%
256.484 71.958 59.901 76,84%
269.632 85.287 66.365 77,81%
285.461 94.749 60.669 64,03%
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Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Kota Padang Tahun 2018-2022

Faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pajak bisa diklasifikasikan menjadi dua
kategori utama, Giizel et al. (2018). Kategori pertama ialah faktor ekonomi, yang mencakup
hal-hal seperti tarif pajak, denda pajak, dan pemeriksaan pajak. Faktor-faktor ini berfokus
pada aspek-aspek ekonomi yang memengaruhi keputusan wajib pajak agar mematuhi
kewajiban perpajakannya. Kategori kedua ialah faktor non-ekonomi, yang melibatkan aspek-
aspek seperti kesadaran pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak.
Faktor-faktor ini lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi tingkat
ketaatan pajak.

Banyak faktor non-ekonomi yang memainkan peran krusial dalam memengaruhi
ketaatan pajak, seperti pendidikan pajak, tingkat keagamaan wajib pajak, dan faktor- faktor
sejenis. Meskipun ada banyak faktor yang bisa dipilih oleh peneliti, namun dipilih dua faktor,
yakni persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.

Ini dikarenakan minat peneliti terhadap kejadian yang berlangsung beberapa waktu
yang lalu di Indonesia, di mana seorang mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo,
diumumkan sebagai objek penyelidikan dalam kasus gratifikasi oleh pihak berwajib. KPK
menduga bahwa Rafael Alun menbisakan uang sebesar USD 90 ribu atau sekitar setara
dengan Rp 1,3 miliar. KPK juga mengindikasikan bahwa mereka telah mengumpulkan cukup
bukti terkait kasus tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan bahwa Rafael diduga
menerima uang hadiah tersebut dari sejumlah wajib pajak sebagai temuan dari dampak yang
dia ciptakan terkait dengan temuan pemeriksaan perpajakannya. Kasus ini menyoroti
pentingnya memerangi korupsi dan memastikan ketaatan dalam pemeriksaan perpajakan agar
menjaga integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan. Alat bukti lain yang disita
penyidik ialah kotak penyimpan keamanan berisikan sejumlah dana sekitar Rp 32,2 M yang
disimpan di bank dalam bentuk dolar AS, dolar Singapura dan mata uang yuro. Tersangka
dihadapkan pada ketentuan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
awalnya diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan mengalami perubahan lewat UU No 20
Tahun 2001. Keterangan tambahan yang diberikan oleh KPK ialah bahwa Rafael mempunyai
perusahaan bernama PT AME, yang berfokus pada sektor konsultasi dalam domain
pembukuan dan perpajakan. KPK mengindikasikan bahwa Rafael secara aktif terlibat dalam
memberikan saran kepada wajib pajak terkait isu-isu perpajakan, termasuk usaha agar
mengurangi kewajiban pajak (7ax Evasion).

Dampak dari fenomena ini jelas telah mengurangi kepercayaan masyarakat. Banyak
yang mengajukan seruan agar warga tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak
melaporkan SPT. Hal ini tentu juga mengakibatkan masyarakat mempertanyakan tentang
keadilan pajak di negara ini. Apabila masyarakat percaya pada pemerintah maka mereka
akan mempunyai persepsi bahwa otoritas pajak itu adil yang mana hal itu membuat
masyarakat cenderung taat dalam hal pajak, begitupun sebaliknya. Dari kasus itu lah, peneliti
sangat tertarik menjadikan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak sebagai
variabel yang akan diteliti.

Slippery Slope Theory mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan wajib pajak
dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mempercayai pihak berwenang. Kirchler et al. (2008)
menjelaskan bahwa keyakinan terhadap pihak berwenang mencerminkan pandangan
seseorang atau asosiasi sosial bahwa pihak berwenang, khususnya otoritas pajak,
menjalankan perannya secara efektif. Teori ini berarti jika tingkat kepercayaan wajib pajak
terhadap pihak berwenang tinggi, tentu akan ada kecenderungan bahwa tingkat ketaatan pajak
ikut meningkat. Penemuan ini konsisten dengan riset terdahulu, termasuk studi yang
dilaksanakan oleh Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2020), dan Giizel et al. (2018),
dimana mengindikasikan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan positif
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dengan tingkat ketaatan pajak.

Teori Heuristik Keadilan mengindikasikan cara Wajib Pajak berperilaku dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kerelaan individu agar menunaikan kewajiban
pajak tepat waktu bisa terjadi jika individu tersebut percaya bahwa otoritas pajak bersikap
tidak memihak dan tidak menyalahgunakan pajak yang sudah dibayar oleh WP untuk
keuntungan pribadi.

Oleh sebab itu peneliti memodifikasi objek dan tahun riset yang digunakan oleh Giizel
(2018). Riset ini menggunakan WPOP Non Karyawan yng terdaftar di KPP Pratama Kota
Padang sebagai objek riset, karena pada riset sebelumnya hanya dilaksanakan pada Akuntan
Publik saja dan dianggap hanya bisa menginterpretasikan agar kelompok profesi itu saja. Di
riset sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018, namun riset dilaksanakan pada 2023.

Riset ini bertujuan agar menilai apakah ketaatan pajak bisa meningkat secara
langsung lewat kepercayaan pada pemerintah. Selain itu, tujuannya juga mencakup
identifikasi hubungan tidak langsung antara kepercayaan pada pemerintah dan ketaatan pajak
dengan memasukkan persepsi keadilan pajak sebagai variabel perantara. Dengan demikian,
diharapkan bahwa riset ini bisa memperkuat dampak hubungan antara kepercayaan pada
pemerintah dan ketaatan pajak. Pemilihan variabel perantara dalam riset ini didasarkan pada
pemahaman bahwa ketaatan pajak tidak hanya berdampak secara langsung oleh kepercayaan
pada pemerintah, melainkan juga oleh faktor-faktor lain yang berkontribusi pada ketaatan
pajak.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Slippery Slope

Teori Slippery Slope mengindikasikan bahwa kepercayaan pada pihak berwenangan
akan menjadi faktor pendorong ketaatan wajib pajak (Kirchler et al., 2008). Kolaborasi antara
kepercayaan pada otoritas pajak dan kewenangan otoritas bisa efektif mengurangi
tingkat ketidaktaatan WP. Faktor-faktor seperti kepercayaan pada pihak berwenang,
umumnya mempunyai dampak pada tingkat ketaatan sukarela terhadap pajak, sedangkan
faktor seperti sanksi pajak, biasanya berdampak pada tingkat ketaatan pajak yang bersifat
dipaksa.

Kepercayaan wajib pajak timbul jika proses perpajakan yang dijalankan oleh
pemerintah transparan dan akuntabel (Wahl et al., 2010). Sebaliknya, wajib pajak akan
menganggap bahwa otoritas pajak mempunyai kekuatan jika sistem perpajakan beroperasi
dengan efektif dan tegas (Prinz et al., 2014).

Teori Heuristik Keadilan

Teori Heuristik Keadilan mencerminkan pemahaman diri individu terhadap pilihan
sosial yang timbul dari sekitarnya. Individu mengevaluasi tingkat keadilan yang mereka
alami, dan penilaian ini menjadi dasar bagi mereka agar menentukan apakah mereka akan taat
atau melanggar kesepakatan dengan kelompok tersebut (Lind, 2001). Teori ini
mengindikasikan bahwa individu yang mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah terhadap
pihak lain rentan terhadap informasi tentang proses keadilan dalam mengambil keputusan.
Artinya, jika individu kurang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai kepercayaan
terhadap pihak berwenang, mereka cenderung menilai keputusan dari persepsi keadilan yang
mereka alami.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, Zemiyanti (2016) mengungkapkan bahwa
kemungkinan besar, masyarakat akan membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu jika
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mereka melihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah bersikap adil dalam
memperlakukan semua warga. Disamping itu, sejalan dengan teori heuristik keadilan,
individu cenderung memprioritaskan kepercayaan mereka saat menilai otoritas sebelum
mempertimbangkan konsep keadilan.

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas layannan
yang disediakan oleh pihak berwenang. Kepercayaan mempunyai peran yang sangat
signifikan dalam mendorong pembayar pajak agar tanpa paksaan mau memenuhi kewajiban
pajak mereka (Scholz dan Lubell, 1998; Frey dan Torgler, 2006). Karena kurangnya
kepercayaan pada pihak berwenang terus bertambah, akibatnya kinerja pemerintah dan
pendapatan perpajakan menurun (Torgler, 2003). Wajib pajak yang tidak mempunyai
kepercayaan pada pemerintah cenderung meragukan bagaimana pemerintah mengumpulkan
dan menggunakan dana pajak. Dalam situasi di mana wajib pajak percaya pada keandalan
pemerintah, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan perpajakan. Sebaliknya,
ketidakpercayaan pada pemerintah bisa membuat wajib pajak merasa bahwa tingkat pajak
terlalu tinggi. Dampaknya, kurangnya kepercayaan pada pemerintah bisa mendorong wajib
pajak agar menghindari kewajiban perpajakan (Rudolph, 2009; Beck dan Dye, 1982; Jimenez
dan Iyer, 2016).

Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak merujuk pada pengenaan pajak secara menyeluruh dan
merata, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masing-masing pihak yang dikenai
pajak (Mardiasmo, 2016). Wenzel (2002) mengidentifikasi tiga jenis keadilan dalam konteks
pajak, yakni keadilan dalam prosedur, kesetaraan distribusi, dan keadilan timbal balik. Proses
pengumpulan pajak harus dilaksanakan dengan keadilan, dan manfaatnya harus dialokasikan
secara merata (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Menurut Yulianti et al. (2019), pandangan
mengenai  keadilan dalam  perpajakan menyoroti urgensi keseimbangan dan
ketidakberatsebelahan pemerintah dalam pelaksanaan proses perpajakan.

Kepatuhan Pajak

Ketaatan terhadap pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi semua
pemerintahan di berbagai negara, terutama bagi lembaga otoritas perpajakan. riset mengenai
ketaatan pajak terus mengalami perkembangan signifikan. Otoritas perpajakan global lebih
cenderung mengutamakan pencapaian ketaatan secara sukarela, meskipun tetap menggunakan
kerangka hukum dan peraturan sebagai alat agar menjaga ketaatan dari wajib pajak. Ketaatan
yang bersifat sukarela (voluntary compliance) dianggap sebagai fondasi utama dalam
implementasi sistem perpajakan.

Ketaatan pajak bisa diartikan kerelaan WP agar melaksanakan tanggung jawab
perpajakannya sejalan dengan aturan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan,
pemeriksaan yang bersifat menyeluruh (obtrusive investigation), peringatan, atau ancaman,
serta tanpa adanya sanksi baik yang bersifat hukum maupun administratif. Menurut Restu,
sebagaimana diambil dalam riset oleh Nadiani dkk. (2019:1552), Ketaatan pajak mencakup
perilaku atau sikap WP yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan
hak-hak perpajakannya sejalan dengan regulasi peraturan perpajakan yang berlaku.

Hubungan Kepercayaan Kepada Pemerintah Dengan Kepatuhan Pajak

Kepercayaan yakni harapan akan integritas dan kerjasama dalam perilaku yng
didasarkan pada saling berbagi norma-norma dan nilai yang serupa. Kepercayaan memainkan
peran kunci dalam memotivasi perilaku Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka.
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jika Wajib Pajak punya rasa percaya yang tinggi terhadap pihak berwenang dan sistem
hukum, mereka cenderung lebih termotivasi agar menaati aturan perpajakan dan
membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

Slippery Slope Theory menjelaskan bagaimana kepercayaan pada pemerintah dan
otoritas berperan penting dalam memotivasi perilaku Wajib Pajak terkait kewajiban
perpajakan mereka. jika masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah
dan yakin bahwa sistem perpajakan dikelola dengan baik dan adil, mereka cenderung lebih
termotivasi agar mematuhi aturan perpajakan. Hal ini tidak hanya mencakup pembayaran
pajak tepat waktu, tetapi juga kerelaan agar mematuhi peraturan dan kebijakan perpajakan
yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah juga bisa menciptakan
hubungan positif antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan. Ini bisa membantu
meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya bisa
mendukung penegakan peraturan perpajakan yang lebih efektif. Penting bagi pemerintah agar
terus memelihara kepercayaan Wajib Pajak dengan cara memaksimalkan pelayanan yang
baik, transparansi dalam pengelolaan pajak, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam
sistem perpajakan. Dengan demikian, mereka bisa menciptakan lingkungan yang mendukung
ketaatan pajak yang lebih tinggi.

H1: Kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

Hubungan Persepsi Keadilan Pajak Dengan Kepatuhan Pajak

Persepsi keadilan pajak yang baik memengaruhi ketaatan pajak. Dimensi keadilan
pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ketaatan pajak Wajib Pajak.
Apabila WP merasa bahwa proses perpajakan berjalan dengan adil, bahwa pajak diterapkan
dengan bijaksana dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka, serta sanksi yang
diterapkan jika ada pelanggaran pajak juga adil, mereka akan lebih termotivasi agar
mematuhi aturan pajak. Sebaliknya, apabila WP merasa sistem pajak tidak adil, mereka
cenderung agar menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah agar memastikan bahwa sistem perpajakan mereka menjunjung
tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam semua aspeknya. Dengan demikian, mereka bisa
memotivasi Wajib Pajak agar lebih taat terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Teori Heuristik Keadilan mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak sangat
memengaruhi perilaku ketaatan pajak Wajib Pajak. Jika WP percaya kalau pembagian pajak
yang sudah dibayar dilaksanakan dengan benar dan WP menerima pelayanan yang adil dari
pemerintah, mereka lebih mungkin agar menjaga hubungan positif dengan pemerintah dan
mematuhi aturan perpajakan.

H2: Persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

Hubungan Antara Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Persepsi Keadilan Pajak

Keadilan dalam prosedur, yang melibatkan pelaksanaan prosedur yang adil dan
transparan oleh otoritas, mempunyai dampak signifikan pada bagaimana Wajib Pajak
mempersepsikan dan berinteraksi dengan otoritas pajak. jika Wajib Pajak merasa bahwa
mereka diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak dalam segala aspek perpajakan, termasuk
pemungutan pajak dan pemberian layanan perpajakan, mereka cenderung mempunyai tingkat
kepercayaan yang lebih tinggi terhadap otoritas tersebut. Ini membantu dalam membangun
hubungan positif antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Kepercayaan ini penting karena jika Wajib Pajak mempunyai kepercayaan yang kuat
pada pihak berwenang, mereka lebih cenderung agar taat terhadap peraturan perpajakan
secara sukarela. Mereka melihat otoritas pajak sebagai lembaga yang bisa diandalkan dan
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adil, sehingga mereka lebih termotivasi agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan
efektif. Maka dari itu, pihak yang berwenang dan otoritas pajak perlu memastikan bahwa
prosedur perpajakan dijalankan dengan adil, transparan, dan sejalan dengan hukum. Ini akan
membantu membangun kepercayaan Wajib Pajak dan mendukung terciptanya tingkat
ketaatan pajak yang lebih tinggi dalam masyarakat.

H3: Kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap persepsi keadilan pajak

Hubungan Antara Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Mediasi Persepsi Keadilan
Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepercayaan ialah suatu keadaan psikologis berupa perhatian agar memperoleh apa
adanya dari ekspetasi terhadap sikap yang baik dari individu lain (Priansa, 2017). Hal itu
sangat relevan dalam konteks ketaatan pajak dimana, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan
sistem perpajakan sangat penting dalam membentuk sikap taat dan ketaatan Wajib Pajak
terhadap peraturan perpajakan.

Kepercayaan ini berhubungan dengan persepsi adanya keadilan dalam sistem
perpajakan. Ketika Wajib Pajak menyadari bahwa sistem perpajakan diterapkan dengan adil
dan transparan, mereka lebih cenderung mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap
otoritas pajak dan lebih termotivasi agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan
baik. Dengan demikian, keadilan dalam perpajakan menjadi faktor kunci dalam membentuk
kepercayaan WP pada otoritas pajak. Kepercayaan ini, pada gilirannya, berkontribusi pada
tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi, yang merupakan tujuan utama pemerintah dalam
mengumpulkan pendapatan pajak agar mendukung berbagai program dan layanan publik.
Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak dan pemerintah agar memastikan bahwa sistem
perpajakan dikelola dengan baik, adil, dan transparan agar bisa membangun dan
mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara Wajib Pajak. Ini akan membantu
mencapai tingkat ketaatan pajak yang lebih baik di masyarakat.

Menurut riset yang dilaksanakanoleh Jimenez & Iyer (2016), bisa disimpulkan bahwa
tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mempunyai dampak pada persepsi keadilan pajak,
yang pada gilirannya memengaruhi tingkat ketaatan pajak. Penemuan ini menggambarkan
kompleksitas hubungan antara faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku ketaatan
pajak. Konsep ini seiring dengan teori heuristik keadilan, yang mengindikasikan jikalau
individu akan mengevaluasi otoritas dari tingkat kepercayaan mereka terhadapnya. Jika
informasi yang valid mengenai kepercayaan tidak tersedia, maka penilaian akan
dilaksanakandarikonsep keadilan yang mereka alami.

H4: kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dengan
mediasi persepsi keadilan pajak.

Dengan demikian, tujuan dari riset ini ialah agar mengevaluasi dampak ketaatan pada
pihak berwenang terhadap ketaatan pajak, dengan mempertimbangkan persepsi keadilan
pajak sebagai variabel mediasi. Gambar 3 di bawah ini mengilustrasikan kerangka pemikiran
riset:

Persepsi Keadilan

Kepercayaan kepada Kepatuhan Pajak
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METODE PENELITIAN

Riset ini termasuk dalam kategori riset survei, di mana data dikumpulkan
menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Menurut Sugiyono (2018) metode survey
digunakan agar mengumpulkan data kuantitatif dari responden agar mengidentifikasi,
menganalisis, dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu topik riset.
Variabel-variabel dalam riset ini mencakup variabel dependen, yakni ketaatan pajak, variabel
independen, yakni kepercayaan pada pemerintah, dan variabel mediasi, yakni persepsi
keadilan pajak. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer. di mana data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian
dilakukan. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada
responden yang merupakan WPOP Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam riset ini mencakup seluruh WPOP non-karyawan yang terdaftar di
KPP Pratama Padang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 121.177 orang pada tahun 2022.
Metode pemilihan sampel pada riset ini menggunakan pendekatan probabilitas dengan
metode simple random sampling, di mana rumus slovin digunakan. temuannya, 100 sampel
diambil secara random dari keseluruhan populasi yang ada.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Kepatuhan Pajak

Variabel yang menjadi fokus riset ini ialah ketaatan pajak. Ketaatan pajak yang
dimaksudkan dalam konteks ini mencakup baik ketaatan formal maupun ketaatan material.
Ketaatan formal mengacu pada ketaatan ketika melaksanakan tanggung jawab perpajakannya
secara formal sejalan dengan peraturan yang diatur dalam UU perpajakan. Alat pengukuran
dalam riset ini mengadopsi kuesioner dari riset Kirchler & Wahl (2010) yang terdiri dari 18
pernyataan. Survei ini menggunakan skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden
diminta memberikan penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Faktor independen yang dipemeriksaan dalam riset ini ialah kepercayaan pada
pemerintah. Perspektif Kirchler et al. (2008) mengenai kepercayaan terhadap pihak
berwenang dalam konteks perpajakan mencerminkan keyakinan individu dan kelompok sosial
bahwa pemerintah atau otoritas pajak bertindak dengan integritas dan mempunyai niat baik
agar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Alat pengukuran dalam riset ini
mengadopsi kuesioner dari studi Giizel et al. (2018), Indriyani (2019), dan Dinda Ayu Novita
Sari (2020), yang mencakup 14 pernyataan sebagai indikator kepercayaan pada pemerintah.
Survei ini menggunakan skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden diminta
memberikan penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) samapai dengan 5 (sangat setuju).

Variabel Mediasi Persepsi Keadilan Pajak

Variabel Persepsi keadilan pajak dalam riset ini berfungsi sebagai variabel mediasi .
Giizel et al. (2018) mendefinisikan persepsi keadilan pajak sebagai pandangan atau
pemahaman masyarakat terkait apakah layanan yang mereka terima dari pemerintah atau
negara setimpal dengan jumlah pajak yang sudah mereka bayar. Alat pengukuran dalam riset
ini mengadopsi kuesioner dari riset Gilizel et al. (2018) dan Yusfita Sari Yusuf (2022), yang
mencakup 15 pernyataan sebagai indikator persepsi keadilan pajak. Survei ini menggunakan
skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden diminta memberikan penilaian dari 1
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(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam riset ini ialah Path Analysis dengan
menggunakan perangkat lunak SPSS 20. Analisis ini bertujuan agar memodelkan dampak
variabel independen (Kepercayaan pada Pemerintah) dan variabel mediasi (Persepsi Keadilan
Pajak) sebagai mediasi terhadap variabel dependen (Ketaatan Pajak).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Dalam riset ini, metode analisis tersebut diterapkan untuk mengevaluasi statistik
deskriptif dari respon responden terhadap setiap variabel, termasuk nilai minimum, nilai
maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk variabel kepercayaan pada pemerintah
(X), persepsi keadilan pajak (Z), dan ketaatan pajak (Y). Informasi lebih lanjut mengenai
temuan Uji Statistik Deskriptif bisa ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum MaximumMean Std. Deviation
SUM X 100 33 54 44,65 5,325
SUM z 100 28 49 40,28 4,903
SUMY 100 59 87 73,04 7,211
Valid N (listwise) 100

Sumber : Output SPSS 20, Data primer telah diolah

Dari informasi yang tercatat dalam Tabel 1, bisa dijelaskan bahwa nilai terendah
untuk variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X) ialah 33, sedangkan nilai tertingginya ialah
54. Rata-rata variabel tersebut ialah 44.65, dengan deviasi standar sekitar 5.325. Untuk
variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z), nilai minimumnya ialah 28, nilai maksimumnya ialah
49, dan rata-ratanya ialah 40.28, dengan deviasi standar data sekitar 4.903. Adapun variabel
Ketaatan Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 59, nilai maksimumnya mencapai 87,
rata-ratanya ialah 73.04, dan deviasi standar data sekitar 7.211.

Uji Validitas
Temuan pengujian validitas kepercayaan pada pemerintah bisa dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pada Pemerintah
VARIABEL ITEM Ihitung Iabel Sig. Keterangan
PERNYATAAN
KEPERCAYAAN L. 0.592 0.1966 0.000 Valid
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PADA PEMERINTAH 2. 0.586 0.1966 0.000 Valid

X) ,
3. 0.754 0.1966 0.000 Valid
4, 0.701 0.1966 0.000 Valid
5. 0.647 0.1966 0.000 Valid
6. 0.380 0.1966 0.000 Valid
7. 0.554 0.1966 0.000 Valid
8. 0.560 0.1966 0.000 Valid
9. 0.807 0.1966 0.000 Valid
10. 0.557 0.1966 0.000 Valid
11. 0.492 0.1966 0.000 Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Pada informasi yang terpapar pada Tabel 2, bisa diamati dimana setiap pernyataan
pada variabel X memiliki bobot R hitung yang melebihi bobot R tabel. Demikian juga, nilai
signifikansi disetiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Hal itu berarti seluruh pernyataan
pada variabel kepercayaan pada pemerintah (X) dianggap sebagai valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak
VARIABEL ITEM Ihitung Iabel Sig. Keterangan
PERNYATAAN
PERSEPSI KEADILAN 1. 0.642 0.1966 0.000 Valid
PAJAK (Z)

2. 0.705 0.1966 0.000 Valid
3. 0.719 0.1966 0.000 Valid
4. 0.707 0.1966 0.000 Valid
5. 0.578 0.1966 0.000 Valid
6. 0.476 0.1966 0.000 Valid
7. 0.345 0.1966 0.000 Valid
8. 0.605 0.1966 0.000 Valid
9. 0.765 0.1966 0.000 Valid
10. 0.645 0.1966 0.000 Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Pada informasi yang terpapar di Tabel 3, bisa dilihat bahwa setiap pernyataan pada
variabel persepsi keadilan pajak (Z) terdapat bobot R hitung yang besar dari bobot R tabel.
Begitu juga, bobot Sig. untuk setiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Ini
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mengindikasikan dimana seluruh pernyataan pada variabel persepsi keadilan pajak (Z)
dianggap sah atau valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak
VARIABEL ITEM Ihitung Iabel Sig. Keterangan
PERNYATAAN

KEPATUHAN 1. 0.630 0.1966 0.000 Valid

PAJAK(Y)
2. 0.486 0.1966 0.000 Valid
3. 0.643 0.1966 0.000 Valid
4. 0.641 0.1966 0.000 Valid
5. 0.542 0.1966 0.000 Valid
6. 0.514 0.1966 0.000 Valid
7. 0.508 0.1966 0.008 Valid
8. 0.331 0.1966 0.001 Valid
9. 0.493 0.1966 0.000 Valid
10. 0.424 0.1966 0.000 Valid
11. 0.567 0.1966 0.000 Valid
12. 0.710 0.1966 0.000 Valid
13. 0.638 0.1966 0.000 Valid
14. 0.680 0.1966 0.000 Valid
15. 0.332 0.1966 0.001 Valid
16. 0.257 0.1966 0.010 Valid
17. 0.392 0.1966 0.000 Valid
18. 0.423 0.1966 0.000 Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari informasi yang tertera di Tabel 4, bisa diamati dimana setiap pernyataan dalam
variabel Y memiliki bobot R hitung yang melebihi bobot R tabel. Begitu juga, nilai Sig. untuk
setiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Ini mengindikasikan dimana semua pernyataan
pada variabel Y dianggap sebagai valid.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 20 for
Windows. Hasil perhitungan SPSS mengindikasikan temuan sebagai berikut:
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Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Cronbach’s Alpha on Keterangan
Standardlized Items
L. Kepercayaan Pada Pemerintah 0.829 Reliabel
2. Persepsi Keadilan Pajak 0.823 Reliabel
3. Kepatuhan Pajak 0.837 Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2023

Pada informasi yang tertera di Tabel 5, bisa diartikan bahwa seluruh variabel
dianggap reliabel karena memiliki koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6. oleh sebab itu,
bisa diakui bahwa instrumen tersebut memenuhi kriteria agar digunakan sebagai data riset.

Analisis Jalur

Uji yang dipakai untuk menguji dampak baik secara langsung maupun tidak langsung
ialah uji analasis jalur. Dalam uji ini, terdapat dua persamaan yang bisa ditemukan pada tabel

berikut:
Tabel 6
Analisis Jalur
Persamaan Variabel Unstandardized Coeff. B Sig. R?

1 Kepercayaan Pada 0.596 0.000 0.419
Pemerintah
— Persepsi Keadilan Pajak

2 Kepercayaan Pada 0.219 0.049  |0.628
Pemerintah — Ketaatan
Pajak
Persepsi Keadilan Pajak 0.997 0.000

— Ketaatan Pajak

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2023
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Tabel 6 mengindikasikan bahwa nilai unstandardized coeff. B variabel kepercayaan
pada pemerintah pada persamaan (1) ialah 0.596 dan Sig. pada tingkat 0.000. temuan ini
mengindikasikan bahwa variabel X mempunyai dampak terhadap variabel Z. Nilai
unstandardized coeff. B 0.596 ini mencerminkan nilai jalur atau path (p1).

Dalam persamaan (2), terdapat nilai wunstandardized coeff. B untuk variabel
kepercayaan pada pemerintah sebesar 0.219, signifikan pada tingkat 0.049, dan nilai
unstandardized coeff. B untuk variabel persepsi keadilan pajak sebesar 0.997, signifikan pada
tingkat 0.000. Hal ini membuktikan bahwa variabel X dan Z berdampak terhadap variabel Y.
Nilai unstandardized coeff. B kepercayaan pada pemerintah sebesar 0.219 mencerminkan
nilai jalur path p3, sementara nilai unstandardized coeff. B persepsi keadilan pajak sebesar
0.997 mencerminkan nilai jalur path p2.

Bisa diidentifikasi juga total variance (el) pada variabel persepsi keadilan pajak yang
tidak dijelaskan oleh variabel kepercayaan pada pemerintah. Nilai variance (el) =
V(1-0419)=0.7622. Dalam hal ini, total variance (e2) dari variabel ketaatan pajak yang tidak
bisa dijelaskan oleh variabel kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan
pajak ialah (e2) = va —0.628) = 0.6099.

Temuan dari analisis jalur mengindikasikan bahwa variabel X mempunyai dampak
langsung terhadap variabel Y. Selain itu, terdapat dampak tidak langsung dari variable X ke
variabel Y lewat variabel Z (sebagai variabel mediasi). Besarnya dampak langsung ialah
0.219, sementara besarnya dampak tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan
koefisien tidak langsung, yakni (0.596) x (0.997) = 0.594. Total dampak dari kepercayaan
pada pemerintah ke ketaatan pajak ialah 0.219 + 0.594 = 0.813.

Secara keseluruhan, analisis jalur bisa dilihat pada gambar 4 berikut :

el (0.7622)
ersepsi Keadilan

P ajak P2 (0.997)

(0.596
Kepercayagn Pada Pemerintah P 3,'(), 219) Kep ag|\an Pa'\

ja
—
€P(0.6099)
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Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa dampak tidak langsung kepercayaan
pada pemerintah terhadap ketaatan pajak, yakni (0.596) x (0.997) = 0.594, lebih besar
daripada dampak langsung kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak, yang
sebesar 0.219. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi
sebagai variabel perantara yang memediasi dampak kepercayaan pada pemerintah terhadap
ketaatan pajak. Kualitas persepsi keadilan pajak, baik atau buruk, mempunyai dampak
terhadap tingkat ketaatan pajak. Pengujian ini membuktikan bahwa H4 diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel bebas dan terikat pada riset ini
digunakan uji t. Prosedur ini melibatkan perbandingan tingkat signifikansi (Sig t) pada setiap
variabel bebas dengan tingkat Sig. o = 0.05, dan juga melakukan perbandingan nilai T hitung
dengan nilai T tabel.

Tabel 6
Hasil Parameter Parsial (Uji t)
Model 1
Coefficients?
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 13,669 3,188 4,287 ,000
1
SUM X ,596 ,071 ,647 8,405 ,000

Dependent Variable: SUM Z

Temuan pengujian dampak variabel X terhadap variabel Z mengindikasikan arah
positif. Hal tersebut dapat dilihat dimana bobot t hitung sebesar 8.405, lebih tinggi daripada
bobot t tabel, yakni 1.98447. Signifikansi variabel X ialah 0.000, lebih rendah dari tingkat
Sig. 0.05. Jadi, bisa diartikan bahwa kepercayaan pada pemerintah punya dampak positif dan
signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Pengujian ini membuktikan bahwa H3 diterima.

Model 2
Tabel 7
Coefficients?
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 23,088 4,110 5,618 ,000
1 SUM X ,219 ,110 ,162 1,994 ,049
SUM Z ,997 ,119 ,678 8,344 ,000

Dependent Variable: SUM Y
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Kepercayaan Pada Pemerintah

Temuan analisis dampak variabel X terhadap variabel Y mengindikasikan adanya
dampak positif. Dengan bobot t hitung sebesar 1.994, yang melebihi bobot t tabel sebesar
1.98447, dan nilai Sig. variabel X sebesar 0.049, yang kecil dari tingkat signifikansi 0.05,
bisa disimpulkan bahwa variabel X mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap
varaibel Y. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa H1 diterima dari temuan pengujian ini

Persepsi Keadilan Pajak

Temuan analisis dampak variabel Z terhadap variabel Y mengindikasikan
kecenderungan positif. Dengan bobot t hitung sebesar 8.344, melebihi bobot t tabel sebesar
1.98447, dan nilai Sig. variabel Z sebesar 0.000, yang lebih rendah dari tingkat Sig. 0.05, bisa
disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap
ketaatan pajak. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa H2 diterima dari temuan
pengujian ini.

Pembahasan
Dampak Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari temuan riset dalam uji hipotesis pertama, disimpulkan bahwa variabel X
mempunyai dampak positif terhadap variabel Y. Maka dari itu, hipotesis pertama (H1) dari
riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh
Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2019), dan Ibrahim et al. (2020), yang juga
menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mempunyai dampak positif terhadap
ketaatan pajak.
Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat
kepercayaan WP terhadap pihak berwenang dan tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi.
Interpretasi dari temuan ini bisa dikaitkan dengan teori slippery slope, di mana kepercayaan
diidentifikasi sebagai satu dari sekian faktor yang memberi dampak pada tingkat ketaatan
WP. Adanya keyakinan terhadap pihak berwenang bisa menjadi faktor pendorong bagi
masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dampak Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari temuan analisis hipotesis kedua dalam riset ini, disimpulkan bahwa variabel Z
mempunyai dampak positif terhadap variabel Y. Maka dari itu, hipotesis kedua (H2) dari riset
ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Faizal
et al. (2017), Yulianti et al. (2019), Soda et al. (2021), dan Yuliani & Setyaningsih (2020),
yang juga menyimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak mempunyai dampak positif terhadap
ketaatan pajak.

Temuan riset ini dapat diartikan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat persepsi
keadilan pajak dengan tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi. Hal ini bisa dijelaskan lewat
teori heuristik keadilan, di mana seseorang cenderung menjadi lebih taat terhadap pemerintah
jika mereka merasa diperlakukan secara adil. Dalam lingkungan perpajakan, jika Wajib Pajak
mengalami penanganan yang dianggap adil oleh pihak berwenang atau otoritas pajak, maka
ada kemungkinan besar bahwa Wajib Pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban
perpajakannya.

Dampak Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Dari temuan riset dalam pengujian hipotesis ketiga, disimpulkan bahwa variabel X
berdampak positif terhadap variabel Z. Maka dari itu, hipotesis ketiga (H3) dari riset ini bisa
diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Jimenez &
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Iyer (2016) dan Holtz (2013), yang juga mengindikasikan bahwa kepercayaan
kepada pemerintah mempunyai dampak positif terhadap persepsi keadilan pajak.

Temuan dari riset ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan
terhadap pihak berwenang, semakin meningkat juga persepsi keadilan pajak. Fenomena ini
bisa dijelaskan lewat Teori Heuristik Keadilan, yang mengindikasikan bahwa WP
mengevaluasi setiap tindakan pemerintah atau otoritas daritingkat kepercayaan sebelumnya.
WP yang mempercayai pihak berwenang akan melihat bahwa pemerintah telah melaksanakan
perannya dengan baik.

Peran Persepsi Keadilan Pajak Dalam Memediasi Dampak Kepercayaan Pada
Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Dari temuan analisis hipotesis keempat dalam riset ini, disimpulkan bahwa variabel Z
berfungsi sebagai mediator dalam dampak variabel X terhadap variabel Y. Maka dari itu,
hipotesis keempat (H4) dari riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan temuan riset
yang dilaksanakan oleh Jimenez & Iyer (2016) dan Giizel et al. (2019), yang juga
mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak berperan sebagai mediator dalam dampak
kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak.

Temuan dari riset ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap
pemerintah yang lebih tinggi bisa meningkatkan persepsi keadilan pajak, yang selanjutnya
berdampak pada peningkatan ketaatan pajak. Kondisi ini bisa dijelaskan lewat Teori Slippery
Slope, di mana kepercayaan pada pemerintah dianggap sebagai faktor pemicu atau dampak
terhadap tingkat ketaatan pajak. dampak kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan
pajak bisa terjadi baik secara langsung maupun lewat dampak mediasi dari variabel lain.

Riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Jimenez & Iyer (2016) sudah memastikan
bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi sebagai variabel mediasi antara kepercayaan pada
pemerintah dan ketaatan pajak. Temuan riset ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada
pemerintah menjadi faktor krusial sebelum timbulnya persepsi keadilan yang dipersepsi oleh
WP. Secara lebih rinci, temuan studi mengindikasikan bahwa Wajib Pajak mengevaluasi
tingkat keadilan atau ketidakadilan pemerintah dari tingkat kepercayaan yang mereka miliki
lebih dulu.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan

Dalam riset ini didapatkan bahwa kepercayaan pada pemerintah mempunyai dampak
positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan pajak, sementara persepsi keadilan pajak juga
mempunyai dampak positif dan signifikan pada tingkat ketaatan pajak. Selain itu, terdeteksi
dampak positif dan signifikan dari kepercayaan pada pemerintah terhadap persepsi keadilan
pajak. Selanjutnya, temuan riset mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi
sebagai mediator pada kepercayaan kepada pemerintah dan ketaatan pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam studi ini mencakup fakta bahwa partisipan terbatas pada WPOP
non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Kendala ini menyebabkan temuan riset
kurang bisa diberlakukan secara umum. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas (hanya 100
responden) juga menyebabkan temuan riset ini mempunyai keterbatasan dalam kemampuan
generalisasi pada populasi lebih besar. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner,
yang bisa menimbulkan bias karena potensi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden
sehubungan dengan pernyataan yang dikemukakan.
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Saran Untuk Riset Selanjutnya

Saran untuk riset mendatang ialah memperluas cakupan objek riset agar tidak terbatas
pada WPOP non-karyawan atau di KPP Pratama Padang. Juga disarankan agar menambah
jumlah sampel sehingga temuan riset bisa mempunyai aplikabilitas yang lebih luas pada
populasi yang lebih besar. Penting bagi peneliti agar memberikan kejelasan pada setiap
pernyataan dalam kuesioner guna menghindari terjadinya perbedaan pandangan antara
peneliti dan responden. Tambahan saran agar memperkaya riset mencakup penambahan
faktor lain, sehingga bisa menciptakan perolehan yang lebih berguna untuk praktisi dan
perkembangan teori perilaku perpajakan.
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